
BUPATI JEMBER 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR 9 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN JEMBER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 

BUPATI JEMBER, 

en:vethpurnaan dan 
si perangkat daerah; 

se bagaimana dimaksud 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

g Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



Menetapkan 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Je.ij-'<""~-4. 

N, SUSUNAN 
DKj·;;:;Y1SERTA TATA KERJA 

MASYARAKAT DAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jember. 
2. Bupati adalah Bupati Jember. 
3 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember. 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Jember. 

5 . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Jember. 

6. Sekretaris 
Pemberdayaan 
Jember. 

adalah Sekretaris 
Masyarakat dan 

pada Dinas 
Desa Kabupaten 
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7 . Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas 
8 . Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Jember. 
9 . Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada 

Dinas 
10. Pemberdayaan 

Jember. 
11. Kepala Seksi 

Dinas 

Masyarakat 

adalah 

dan Desa Kabupaten 

Kepala Seksi pada 

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Jember. 

13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah UPT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Jember. 

14. Kepala UPT adalah Kepala UPT di 
15 . Pemberdayaan Masyarakat dan 

Jember. 
16. Anggaran Pendapatan dan 

selanjutnya disingkat APBD 
Kabupaten Jember. 

lingkungan Dinas 
Desa Kabupaten 

sur pelaksana urusan pemerintahan di 
e yaan masyarakat dan desa. 

Ipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan 
desa. 

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 
c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasa13 
(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Aset; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ; dan 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi: 
1. Seksi TMMD dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; dan 
2. Seksi Inovasi Desa dan Teknologi Tepat Guna. 
3.Seksi Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan Lembaga 
Pengabdian Masyarakat (LPM) 

d. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa- membawahi : 
1. Seksi pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa; dan 
2. Seksi dana desa dan Alokasi Dana Desa. 

e . Bidang Pemerintah desa 
1. Seksi penataan dan penyelenggaraan ge~!l:l-r 

dan 

f. Bidang sarana dan pras __ ,~."""" tii¢ttitjla/,VvW:lj 
1. Seksi Sarang.....€'lqJ;Y1". 
2. Seksi S<>P<,n.co.

U 

e aris yang berada di bawah dan 
e a Kepala Dinas. 

eh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
JaffgJgangjawab kepada Kepala Dinas. 

agian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi 
umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan 
keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat mempunyai fungsi: 
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a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, 
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, 
administrasi perlengkapan serta urusan rumah tangga ; 

b . pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 
perundang-undangan; 

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas 
bidang; 

d. pengelolaan kearsipan dinas ; 
e . pelaksanaan monitoring dan evaluasi orgamsasl dan 

tatalaksana; dan 
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum dan Aset 

Pasa15 

(1) Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai tugas : 
a. melaksanakan penenmaan, pendis 

pengiriman surat, penggandaan h 
dinas; 

b. menyelenggarakan 
keprotokolan; 
melaksg.>-<tt~cUll ~U'i';p.p c. 

dan 

arakat; 
_ y ____ n perlengkapan, 

e aris. 

atan kantor, pengamanan, 
rmJab'usa serta menyusun laporan 

.. ,...~~n atas barang-barang inventaris; dan 
tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai fungsi 
meliputi: 
a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, 

tata naskah dinas dan tata kearsipan; 
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol; 
c. pelaksanaan pengurusan perbaikan kantor dan 

bangunan lain milik dinas; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi 

perkantoran dan perlengkapan; 
e . pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat 

pengangkutan lain milik dinas; dan 
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas . 
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Paragraf2 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasa16 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : 
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi 

penyusunan program ; 
b. melaksanakan pengolahan data ; 
c. melaksanakan perencanaan program; 
d . menyiapkan bahan penataan kelembagaan, 

ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 
e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan 

program anggaran ; 
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; 
g. melaksanakan penyusunan laporan ; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fun . meliputi: 
a . penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ncana Kerja 

(Renja); 
b . penyusunan Rencana Kerja AnggJEd'j:t1 
c. penyusunan Anggaran 

d. 
e. 

Pelaksanaan Anaa,~ 

Kinerja Instansi 

Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 
r Prosedur (SOP) di Sub Bagian 

rencanaan dan Pelaporan; dan 
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Paragraf 3 
Sub Bagian Keuangan 

Pasa17 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

'----- ._- - - - - - -

a . melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk 
pembayaran gaji pegawai; 

b . melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan 
keuangan; 

c . menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
pengelolaan keuangan ; 




























